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ABSTRAK 

Penelitian ini menganalisis struktur ketergantungan transfer pusat 
dan tantangan kemandirian fiskal Kabupaten Bojonegoro pada 2025 
setelah peningkatan produksi Lapangan Banyu Urip melalui proyek 
Banyu Urip Infill Clastic (BUIC). .Penelitian menggunakan studi kasus 
deskriptif dengan analisis dokumen dan rasio fiskal atas data 
realisasi 2022–2025. Sumber utama meliputi laporan keuangan 
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Sistem Informasi Keuangan 
Daerah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, serta dokumen 
resmi sektor migas. Kemandirian diukur melalui rasio PAD terhadap 
total pendapatan, sedangkan ketergantungan dihitung dari transfer 
pemerintah pusat terhadap total pendapatan. Hasil menunjukkan 
bahwa proporsi PAD meningkat dari 13,94% pada 2022 menjadi 
17,73% pada 2025, tetapi transfer pusat tetap dominan sebesar 
80,01% pada 2025. Dengan demikian, masalah utama bukan 
penurunan PAD, melainkan persistensi struktur pendapatan yang 
sangat bergantung pada transfer. Pada 2025, belanja pegawai dan 
barang/jasa mencapai sekitar 49,74% dari total belanja, sedangkan 
belanja modal 18,44%; pola ini bersifat deskriptif dan tidak dapat 
diperlakukan sebagai bukti kausal flypaper effect. Implikasi 
penelitian menekankan penguatan kualitas PAD, pengelolaan risiko 
volatilitas DBH, dan perlindungan ruang fiskal bagi belanja produktif. 
Keterbatasan studi adalah desain satu kasus berbasis dokumen yang 
tidak menguji hubungan kausal. 
 
Kata Kunci: kemandirian fiskal; transfer pusat; PAD; DBH migas; 
Bojonegoro 
 

ABSTRACT 

This study examines central-transfer dependence and the challenge of fiscal independence in 
Bojonegoro Regency in 2025 following the production increase at the Banyu Urip Field through the 
Banyu Urip Infill Clastic (BUIC) project. A descriptive case-study design combines document analysis 
with fiscal-ratio analysis of realized data for 2022–2025. The primary sources are Bojonegoro local 
government financial reports, the Ministry of Finance regional fiscal information system, and official 
oil-and-gas documents. Fiscal independence is measured as locally generated revenue (PAD) divided by 
total regional revenue, while dependence is measured as central-government transfers divided by total 
regional revenue. The PAD share increased from 13.94% in 2022 to 17.73% in 2025, yet central transfers 
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remained dominant at 80.01% in 2025. Thus, the key problem is not a collapse of PAD but the persistence 
of a transfer-dominated revenue structure. In 2025, personnel and goods/services expenditure 
represented approximately 49.74% of total spending, while capital expenditure represented 18.44%; 
this pattern is descriptive and does not constitute causal evidence of a flypaper effect. The findings imply 
the need to strengthen the quality of PAD, manage revenue-sharing volatility, and protect fiscal space 
for productive spending. The single-case documentary design limits causal inference. 

 
Keywords: fiscal independence; central transfers; local own-source revenue; oil and gas revenue 
sharing; Bojonegoro 
 

PENDAHULUAN 

 Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu daerah penghasil minyak utama di 

Indonesia. Pada 2025, penyelesaian kegiatan pengeboran BUIC meningkatkan produksi 

Lapangan Banyu Urip dari sekitar 150.000 menjadi sekitar 180.000 barel per hari dan 

menyumbang kurang lebih seperempat lifting minyak nasional (Kementerian ESDM, 2025). 

Posisi strategis tersebut menciptakan kapasitas fiskal yang besar melalui skema bagi hasil 

dan transfer antarpemerintahan, tetapi besarnya kapasitas fiskal tidak identik dengan 

kemandirian fiskal. Kemandirian lebih tepat dinilai dari kemampuan daerah membiayai 

pelayanan dan pembangunan dengan sumber pendapatan yang dapat dipengaruhi secara 

langsung oleh pemerintah daerah, terutama PAD. 

Literatur Indonesia menunjukkan bahwa hubungan antara transfer, kekayaan 

sumber daya, dan kemandirian fiskal tidak bersifat tunggal. Hilmawan dan Clark (2019), 

misalnya, tidak menemukan bukti umum bahwa ketergantungan pada sumber daya alam 

selalu menurunkan pendapatan daerah; temuan tersebut memperingatkan agar konsep 

resource curse tidak digunakan sebagai label otomatis. Pada sisi lain, Aritenang (2020) 

menunjukkan bahwa transfer antarpemerintah dapat memengaruhi komposisi belanja 

infrastruktur, sedangkan Chalil (2018) dan Tanjung et al. (2021) menegaskan bahwa 

pengujian flypaper effect memerlukan pembandingan respons belanja terhadap transfer 

dan terhadap pendapatan sendiri, bukan sekadar membaca besarnya rasio transfer. 

Studi yang lebih baru juga memperlihatkan hasil yang campuran. Saptono dan 

Mahmud (2023) menemukan bahwa beberapa jenis transfer justru dapat mendorong 

penerimaan pajak lokal. Syafri et al. (2024) dan Ulah (2025) tetap menempatkan kapasitas 

PAD dan struktur transfer sebagai faktor penting bagi kemandirian keuangan daerah, 

sedangkan Kinanti dan Santorry (2025) menemukan hubungan transfer dengan 

kemandirian dalam konteks kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk 

Bojonegoro, Sholikin (2018) menyoroti tata kelola sumber daya minyak dalam konteks 

otonomi daerah; Bisri et al. (2025) membahas optimalisasi DBH migas, dana abadi, dan 

efisiensi fiskal; sedangkan Brunnschweiler et al. (2025) menunjukkan bahwa transparansi 

penerimaan sumber daya harus dibaca bersama realitas keterlibatan warga. Keseluruhan 

studi tersebut menunjukkan bahwa dominasi transfer perlu dianalisis sebagai struktur 

fiskal terlebih dahulu sebelum dikaitkan dengan mekanisme kausal seperti flypaper effect 

atau resource curse. 

Bukti empiris lain memperkuat kebutuhan analisis yang lebih hati-hati. Haryanto 

(2017) membandingkan kinerja fiskal daerah berbasis sumber daya dan non-sumber daya, 

sedangkan Khairi (2021) membahas keseimbangan antara penyerahan kewenangan dan 

sumber penerimaan daerah. Alazhari dan Hendaris (2025) menemukan bahwa tax effort 

berhubungan positif dengan kemandirian, sedangkan Hidayat et al. (2024) menunjukkan 

pentingnya PAD dan transfer dalam menjelaskan variasi kemandirian di Sumatera Utara. 
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Nurosidah et al. (2023) membuktikan flypaper effect dengan regresi atas perubahan 

transfer pada masa pandemi, sehingga memperjelas bahwa pengujiannya membutuhkan 

desain inferensial. Putri et al. (2025) mengaitkan PAD dan transfer dengan efisiensi 

keuangan pemerintah daerah. Yasa (2021) menempatkan pembagian penerimaan sumber 

daya dalam kerangka otonomi dan pluralisme hukum, sementara Meliza dan Ulum (2025) 

menunjukkan bahwa kualitas institusi relevan ketika menilai penerimaan berbasis sumber 

daya. Secara spesifik untuk Bojonegoro, Rahmawati dan Kartikasari (2025) menyediakan 

pembacaan kondisi keuangan 2022–2024 yang berguna sebagai pijakan sebelum 

memasukkan realisasi 2025. 

 

Tabel 1. Peta Literatur dan Posisi Penelitian 

Studi Lokus/metode Temuan utama Ruang yang tersisa 

Hilmawan & Clark 
(2019) 

Panel kabupaten/kota; 
sumber daya alam 

Tidak menemukan bukti 
umum resource curse 
terhadap pendapatan 
daerah. 

Perlu analisis 
spesifik struktur 
fiskal Bojonegoro 
terbaru. 

Aritenang (2020) 
Indonesia; transfer dan 
belanja infrastruktur 

Transfer berkaitan 
dengan pola belanja 
infrastruktur. 

Belum mengisolasi 
kondisi daerah 
penghasil migas pada 
2025. 

Tanjung et al. 
(2021) 

Metode pengujian 
flypaper effect 

Flypaper perlu diuji 
melalui respons belanja 
terhadap transfer dan 
PAD. 

Rasio transfer saja 
tidak cukup untuk 
klaim kausal. 

Saptono & Mahmud 
(2023) 

Indonesia; transfer dan 
pajak lokal 

Sebagian transfer dapat 
crowd-in penerimaan 
pajak lokal. 

Arah hubungan 
transfer-PAD tidak 
boleh diasumsikan 
negatif. 

Syafri et al. (2024) 
Kabupaten/kota 
Indonesia 

Kemandirian dipengaruhi 
basis penerimaan dan 
karakter fiskal daerah. 

Diperlukan 
pembacaan tingkat 
daerah yang lebih 
kontekstual. 

Bisri et al. (2025); 
Brunnschweiler et 
al. (2025) 

Bojonegoro; DBH/dana 
abadi dan transparansi 
penerimaan 

Tata kelola penerimaan 
migas memerlukan 
kesiapan instrumen dan 
akuntabilitas. 

Belum 
merekonsiliasi 
struktur realisasi 
pendapatan penuh 
2025 pasca-BUIC. 

Sumber: sintesis penulis dari literatur yang dikutip. 

 
Research gap penelitian ini terletak pada belum tersedianya pembacaan yang 

menggunakan realisasi penuh 2025 untuk menguji seberapa besar dominasi transfer pusat 

setelah peningkatan produksi BUIC, sekaligus membedakan antara ketergantungan 

struktural dan klaim kausal tentang perilaku belanja. Kontribusi penelitian ini bersifat 

terukur dalam tiga hal: (1) memperbarui struktur pendapatan Bojonegoro dengan data 

realisasi 2022–2025; (2) memisahkan transfer pemerintah pusat dari total transfer agar 

rasio tidak tercampur dengan transfer antardaerah; dan (3) membatasi interpretasi 

flypaper effect pada apa yang benar-benar didukung oleh desain deskriptif. 
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Berdasarkan gap tersebut, penelitian ini menjawab pertanyaan: bagaimana struktur 

ketergantungan transfer pusat Kabupaten Bojonegoro pada 2025, bagaimana 

perubahannya selama 2022–2025, dan apa implikasinya bagi kemandirian fiskal daerah? 

Tujuannya adalah memetakan struktur pendapatan dan belanja secara konsisten, menilai 

tingkat kemandirian berbasis PAD, serta merumuskan implikasi kebijakan yang diturunkan 

langsung dari data yang tervalidasi. 

 

Metode Penelitian 

Penelitian menggunakan desain studi kasus deskriptif dengan dua lapis analisis: 

analisis kuantitatif-deskriptif atas rasio fiskal dan analisis kualitatif atas dokumen 

kebijakan. Periode 2022–2025 dipilih untuk menyediakan empat tahun observasi terbaru 

yang dapat dibandingkan dan berakhir pada realisasi penuh tahun 2025, sehingga 

penelitian tidak lagi menggunakan proyeksi 2024–2025. 

Dokumen dipilih berdasarkan empat kriteria: (1) diterbitkan oleh instansi 

pemerintah atau merupakan artikel ilmiah terpublikasi; (2) memuat data langsung tentang 

pendapatan, transfer, belanja, DBH, atau produksi migas Bojonegoro; (3) berada dalam 

periode analisis atau menyediakan komparasi terhadap periode tersebut; dan (4) 

menggunakan angka realisasi atau angka resmi terbaru. Data fiskal 2022–2024 diekstrak 

dari Catatan atas Laporan Keuangan/LRA Pemerintah Kabupaten Bojonegoro (Pemerintah 

Kabupaten Bojonegoro, 2024, 2025a), sedangkan realisasi 2025 menggunakan Sistem 

Informasi Keuangan Daerah DJPK sampai Desember 2025 (Direktorat Jenderal 

Perimbangan Keuangan, 2026). Konteks produksi BUIC menggunakan publikasi 

Kementerian ESDM, dan realisasi DBH migas 2025 diverifikasi dengan publikasi 

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. 

Unit analisis adalah komponen pendapatan dan belanja tahunan Pemerintah 

Kabupaten Bojonegoro. Variabel utama meliputi total pendapatan daerah, PAD, transfer 

pemerintah pusat, total transfer, belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja 

modal. Rasio kemandirian operasional dihitung sebagai PAD dibagi total pendapatan 

daerah dikalikan 100%. Rasio ketergantungan transfer pusat dihitung sebagai transfer 

pemerintah pusat dibagi total pendapatan daerah dikalikan 100%. Untuk 2022–2024, 

transfer pusat merupakan penjumlahan pos Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer 

Pemerintah Pusat Lainnya karena keduanya disajikan terpisah; rasio total transfer disajikan 

sebagai informasi konteks dan mencakup transfer antardaerah. 

Prosedur ekstraksi dilakukan dengan memasukkan nominal tiap komponen ke 

matriks tahun-sumber, menyetarakan satuan ke triliun rupiah, menghitung kembali 

persentase, lalu melakukan pemeriksaan aritmetika terhadap total pendapatan. Validasi 

dilakukan melalui triangulasi sumber resmi, rekonsiliasi antar-tahun, dan pemeriksaan 

konsistensi persentase dengan nominal. Dokumen kemudian dikodekan secara deduktif ke 

dalam lima tema: dominasi transfer, kapasitas PAD, struktur belanja, volatilitas penerimaan 

berbasis sumber daya, dan tata kelola instrumen diversifikasi. Karena desainnya deskriptif 

dan hanya satu kasus, penelitian ini tidak mengestimasi efek kausal transfer terhadap 

belanja maupun PAD; istilah flypaper effect digunakan hanya dalam pembahasan literatur, 

bukan sebagai temuan kausal penelitian. 
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Hasil dan Pembahasan 

Konteks Migas 2025 dan Posisi Fiskal Bojonegoro 

Pada 2025, penyelesaian pengeboran BUIC mendorong produksi Lapangan Banyu 

Urip dari sekitar 150.000 menjadi sekitar 180.000 barel per hari (Kementerian ESDM, 

2025). Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melaporkan realisasi DBH migas 2025 sekitar 

Rp1,94 triliun (Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, 2025b). Angka tersebut menunjukkan 

bahwa pendapatan berbasis migas merupakan komponen material, tetapi tidak identik 

dengan keseluruhan transfer pusat. Pada tahun yang sama, transfer pemerintah pusat 

dalam SIKD mencapai sekitar Rp5,18 triliun. Karena itu, analisis kemandirian perlu 

memisahkan DBH migas dari keseluruhan arsitektur transfer untuk menghindari atribusi 

berlebihan terhadap satu sumber penerimaan. 

 

Struktur Pendapatan dan Kemandirian Fiskal 2022–2025 

Tabel 2. Struktur Pendapatan dan Rasio Kemandirian Fiskal Bojonegoro, 2022–2025 

Tahun 
Total 

pendapatan 
(Rp T) 

PAD (Rp T) 
PAD / total 

(%) 
Transfer 

pusat (Rp T) 
Transfer pusat 

/ total (%) 

Total 
transfer / 
total (%) 

2022 5.77 0.80 13.94 4.70 81.50 84.90 

2023 6.02 0.88 14.55 4.83 80.29 84.18 

2024 5.72 0.94 16.50 4.48 78.31 82.14 

2025 6.47 1.15 17.73 5.18 80.01 82.27 

Sumber: LRA/Catatan atas Laporan Keuangan Kabupaten Bojonegoro 2022–2024 dan 

SIKD DJPK 2025; diolah penulis. Catatan: Rp T = triliun rupiah. 

 
Tabel 2 mengubah interpretasi naskah awal secara substantif. Proporsi PAD tidak 

menurun menuju 10,68% pada 2025, tetapi meningkat dari 13,94% pada 2022 menjadi 

17,73% pada 2025. Pada saat yang sama, ketergantungan terhadap transfer pusat tetap 

sangat tinggi: 81,50% pada 2022, 80,29% pada 2023, 78,31% pada 2024, dan 80,01% pada 

2025. Jika seluruh transfer—termasuk transfer antardaerah—dihitung, rasionya mencapai 

82,27% pada 2025. Dengan demikian, temuan yang lebih tepat adalah perbaikan relatif 

kapasitas PAD yang berjalan bersamaan dengan persistensi dominasi transfer, bukan 

penurunan PAD yang terus-menerus. 
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Gambar 1. Perubahan Proporsi PAD dan Transfer Pemerintah Pusat terhadap Total 

Pendapatan, 2022–2025 

 
Sumber: diolah penulis dari LRA/Catatan atas Laporan Keuangan Kabupaten Bojonegoro 

dan SIKD DJPK. 

 

Gambar 1 memperlihatkan dua dinamika sekaligus. Pertama, porsi PAD membaik 

sekitar 3,79 poin persentase antara 2022 dan 2025. Kedua, porsi transfer pusat tetap 

berada pada kisaran sekitar 78–82% sehingga ruang fiskal Bojonegoro masih sangat 

dipengaruhi keputusan dan formula transfer antarpemerintah. Secara analitis, kondisi ini 

dapat disebut ketergantungan struktural. Namun, angka tersebut tidak cukup untuk 

menyatakan bahwa transfer menyebabkan pemerintah daerah kehilangan insentif 

meningkatkan PAD. Temuan Saptono dan Mahmud (2023) bahkan menunjukkan bahwa 

pada konteks tertentu transfer dapat berjalan bersama peningkatan pajak lokal. Karena itu, 

pengujian flypaper effect memerlukan model respons belanja atau estimasi ekonometrik 

sebagaimana dibahas Chalil (2018) dan Tanjung et al. (2021). 

Komposisi pendapatan 2025 menegaskan bahwa transfer pemerintah pusat sebesar 

sekitar Rp5,18 triliun jauh lebih besar daripada PAD sebesar sekitar Rp1,15 triliun. Transfer 

antardaerah sekitar Rp0,15 triliun merupakan komponen tambahan yang sebelumnya 

berpotensi tercampur dalam perhitungan rasio ketergantungan. Pemisahan ini penting 

karena rekomendasi kebijakan berbeda: peningkatan PAD menyasar basis penerimaan 

lokal, sedangkan pengelolaan risiko transfer menyasar ketidakpastian formula, waktu 

penyaluran, dan volatilitas pendapatan berbasis sumber daya. 

 

Struktur Belanja 2025: Indikasi Ruang Fiskal, Bukan Bukti Kausal 

Realisasi belanja daerah 2025 mencapai sekitar Rp6.42 triliun. Belanja pegawai 

sekitar Rp1.84 triliun dan belanja barang/jasa sekitar Rp1.35 triliun; secara bersama-sama 

keduanya setara sekitar 49.74% dari total belanja. Belanja modal sekitar Rp1.18 triliun atau 

18.44% dari total belanja. Angka tersebut menunjukkan pentingnya menjaga ruang bagi 

belanja yang memperluas kapasitas ekonomi dan layanan publik, tetapi tidak membuktikan 

bahwa transfer pusat secara kausal “mengunci” anggaran pada belanja rutin. Untuk 
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membuktikan mekanisme tersebut diperlukan data panel yang lebih panjang, rincian fungsi 

belanja, dan model yang menguji respons belanja terhadap perubahan transfer. 

Temuan ini sejalan dengan kebutuhan kehati-hatian dalam membaca transfer. 

Aritenang (2020) menunjukkan bahwa transfer dapat berkaitan dengan pola pengeluaran 

infrastruktur, sedangkan Akita et al. (2021) menempatkan transfer umum sebagai 

instrumen penting dalam mengurangi ketimpangan fiskal antardaerah. Oleh karena itu, 

dominasi transfer di Bojonegoro seharusnya dibaca bukan sebagai “kegagalan 

desentralisasi” secara otomatis, melainkan sebagai eksposur fiskal yang perlu dikelola agar 

kapasitas pendapatan lokal, kualitas belanja, dan ketahanan terhadap perubahan 

penerimaan sumber daya berkembang secara bersamaan. 

 

Dari Penerimaan Migas ke Ketahanan Fiskal: Mekanisme yang Dapat Didukung Data 

Data 2025 memperlihatkan tiga tahap yang dapat diamati tanpa membuat klaim 

kausal berlebihan. Pertama, BUIC meningkatkan kapasitas produksi Banyu Urip. Kedua, 

Bojonegoro menerima DBH migas sekitar Rp1,94 triliun, sementara keseluruhan transfer 

pusat mencapai sekitar Rp5,18 triliun. Ketiga, meskipun PAD tumbuh secara proporsional, 

struktur pendapatan masih didominasi transfer. Mekanisme yang dapat disimpulkan dari 

data adalah adanya eksposur terhadap arsitektur transfer dan pendapatan berbasis sumber 

daya; mekanisme “transfer menurunkan insentif pajak” belum dapat disimpulkan dari 

desain penelitian ini. 

Literatur Bojonegoro memperkuat pentingnya tata kelola, bukan sekadar besarnya 

dana. Bisri et al. (2025) menekankan optimalisasi DBH, dana abadi, dan efisiensi fiskal, 

sementara Brunnschweiler et al. (2025) memperlihatkan bahwa kebijakan transparansi 

penerimaan belum otomatis menghasilkan keterlibatan warga yang merata. Temuan 

tersebut relevan bagi agenda diversifikasi: instrumen seperti dana abadi dapat 

dipertimbangkan untuk tujuan antargenerasi, tetapi efektivitasnya bergantung pada 

kerangka regulasi, kapasitas investasi, akuntabilitas, dan keterhubungan dengan strategi 

pembangunan daerah. Karena itu, dana abadi tidak diposisikan sebagai solusi tunggal. 

 

Implikasi bagi Kemandirian Fiskal 

Kemandirian fiskal Bojonegoro pada 2025 memperlihatkan pola transisi yang belum 

selesai. Peningkatan porsi PAD menjadi 17,73% adalah sinyal positif, tetapi dominasi 

transfer pusat sebesar 80,01% menunjukkan bahwa perbaikan PAD belum cukup 

mengubah struktur pendapatan. Temuan ini konsisten dengan studi yang menempatkan 

PAD sebagai basis utama kemandirian (Syafri et al., 2024; Ulah, 2025), namun juga perlu 

dibaca bersama bukti bahwa transfer tidak selalu melemahkan penerimaan lokal (Saptono 

& Mahmud, 2023). Dengan demikian, sasaran kebijakan yang lebih tepat bukan 

“mengurangi transfer” secara mekanis, melainkan memperbesar kapasitas PAD yang efisien 

dan adil, meningkatkan kualitas belanja, dan membangun bantalan fiskal terhadap 

volatilitas sumber daya. 

Dari perspektif pengelolaan risiko, ketergantungan pada transfer dan DBH membuat 

perencanaan menengah lebih penting. Skenario penurunan harga, lifting, atau perubahan 

formula transfer perlu dimasukkan ke proyeksi 3–5 tahunan. Pada sisi pengeluaran, 

komposisi 2025 menunjukkan kebutuhan untuk menjaga ruang belanja modal dan belanja 

produktif tanpa menyederhanakan seluruh belanja pegawai maupun barang/jasa sebagai 
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tidak produktif. Evaluasi berikutnya sebaiknya menggunakan klasifikasi belanja per fungsi 

dan output sehingga kualitas belanja dapat diukur lebih akurat. 

 

Kesimpulan 

Penelitian ini menunjukkan bahwa tantangan utama kemandirian fiskal Bojonegoro 

pada 2025 adalah persistensi dominasi transfer pemerintah pusat di tengah perbaikan PAD. 

Berdasarkan data realisasi, PAD meningkat dari 13,94% total pendapatan pada 2022 

menjadi 17,73% pada 2025, sedangkan transfer pusat tetap mencapai 80,01% total 

pendapatan pada 2025. Angka tersebut menggantikan proyeksi sebelumnya yang 

menempatkan ketergantungan pada 89,32%. Realisasi belanja 2025 juga menunjukkan 

bahwa belanja pegawai dan barang/jasa mencapai sekitar 49,74% total belanja, sedangkan 

belanja modal 18,44%. Karena desain penelitian bersifat deskriptif, pola pendapatan dan 

belanja tersebut tidak dapat digunakan untuk menyimpulkan flypaper effect atau resource 

curse secara kausal. 

Metode studi kasus berbasis dokumen sesuai untuk memetakan struktur fiskal dan 

merekonsiliasi angka lintas-sumber, tetapi memiliki keterbatasan: tidak menggunakan data 

panel jangka panjang, tidak mengestimasi elastisitas respons belanja, dan bergantung pada 

klasifikasi laporan fiskal yang dapat berubah. Karena itu, rekomendasi dibatasi pada 

temuan yang tervalidasi. Pertama, pemerintah daerah perlu meneruskan penguatan PAD 

melalui peningkatan basis pajak/retribusi, administrasi, dan kepatuhan tanpa menghambat 

aktivitas ekonomi. Kedua, dominasi transfer pusat sebesar 80,01% menuntut skenario 

risiko fiskal 3–5 tahunan untuk mengantisipasi volatilitas DBH dan perubahan transfer. 

Ketiga, ruang bagi belanja modal dan belanja produktif perlu dilindungi dengan target 

menengah yang dapat diaudit. Keempat, pemanfaatan instrumen dana abadi sebaiknya 

dilakukan setelah kesiapan regulasi, tata kelola investasi, akuntabilitas, dan tujuan 

antargenerasi dinyatakan secara jelas. Penelitian lanjutan perlu menguji hubungan kausal 

transfer-PAD-belanja menggunakan panel data dan membedakan jenis transfer secara lebih 

rinci. 
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